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MODUL 8
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

“”“"il”' Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa

0 menguasai pengetahuan tentang Pancasila sebagai ideologi

"""""" negara, sehingga menjadi warga negara yang Pancasila dan

dapat melaksanakannya dalam kehidupan serta dapat menalar

perbedaan pandangan keberagaman ideologi dan membangun pemahaman

yang kuat tentang ideologi Pancasila yang digali dari sumber yuridis, historis,
sosiologis dan politis Pancasila sebagai dasar negara.

A. PENDAHULUAN

Konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi
merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda tentu mengetahui
bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang
karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan
pemikiran para tokoh. ldeologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang
makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana
manusia harus hidup dan bertindak. Kemutlakannya tidak mengizinkan orang
mengambil jarak terhadapnya. Secara singkat, dengan ideologi dimaksud
gagasan-gagasan tertentu yang dimutlakkan. Para pelaku ideologi merasa
akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang
diperkenalkan dan diajukan kepada mereka.

Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu
dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan
sebagai acuan di dalam kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Semua gagasan-gagasan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara ini di tata secara sistematis menjadi satu kesatuan

yang utuh.



IR
INDONESTA NEGARAKU
PANCASILA IDELOGIKU

Menggalang Gerakan Bikers Bersatu

Dari pancasila sebagai ideology anda dipersilakan untuk mencari
informasi tentang nilai-nilai ideal, instrumental, dan praksis dan dihubungkan
dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi.Diskusikan dengan kelompok
Anda dan laporkan secara tertulis. Dalam pertumbuhan dan perkembangan
kebangsaan indonesia, dinamika rumusan kepentingan hidup-bersama
diwilayah nusantara diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah bangsa
indonesia. Pendewasaan kebangsaan indonesia memuncak ketika mulai
dijajah dan dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi (awal abad XIX)
antara Limbralisme, dan Komunisme, Islamisme, Sosialisme-Indonesia, dan
Komunisme yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan tanggal 18 agustus
1945 bertepatan dengan ditetapkannya Pancasila oleh PPKI sebagai Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
alenia keempat terdapat rumusan pancasila sebagai dasar negara indonesia.

Rumusan pancasila itulah dalam hukum positif indonesia secara yuridis dan



kosntitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga Negara, lembaga
masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali.

Rumusan pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat
Indonesia dalam kehiduapan berbangsa dan bernegara. Setiap sila pancasila
merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengendalikan dan
saling mengunci, ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara,
tetapidiletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang
mengatasi paham perseorang dan golongan; selaras dengan visi kemanusian
yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan
yang menekankan konsensur serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia.

Rumusan pancasila yang terdapat pembukaan pada Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pembukaan tersebut
sebagai hukum derajat tertinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif,
maka pancasila sebagai dasar negara indonesia bersifat final dan mengikat
bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara indonesia.
Dalam perkembangan selanjutnya, pancasila dalam tataran penerapannya
dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan keneragaraan masih
kerap diuji. Ujian ini berlangsung sejak ditetapkannya hingga di era reformasi
saat ini.

Dengan berbagai pengalaman yang dihadapi selama ini, penerapan
pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kemaysarakatan,
kebangsaan, dan kenegaraan mengingat pancasila sebagai ideologi negara
yang merupakan visi kebangsaan indonesia yang dipandang sebagai sumber
demokrasi yang baik dimasa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan

indonesia.

B. PEMBELAJARAN IDEOLOGI NEGARA

Saat ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih

luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama.ldeologi pasar berkembang



dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif; sedangkan
ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Bagaimana halnya
dengan ideologi Pancasila?Apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan
ataukah agama, ataukah pemikiran tokoh? Hal inilah yang akan ditelusuri
dalam Bab PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA. Setelah mempelajari
bab ini, diharapkan Anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

e Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang
berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945; taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat,
berbangsa, bernegara dan dalam pengembangan keilmuan serta
kehidupan akademik dan profesinya; mengembangkan karakter
Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif
dan proaktif, menganalisis ideologi besar dunia dan ideologiideologi baru
yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok
untuk Indonesia; menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi

dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila.

Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari
lima sila. Kelima sila itu adalah: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan perwakilan, dan Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengetahui latar belakang atau
sejarah Pancasila dijadikan ideologi atau dasar negara coba baca teks
Proklamasi berikut ini. Apa yang dapat kalian tangkap atau pahami dari teks
proklamasi tersebut? Mengapa pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa
Indonesia menyatakan kemerdekaannya? Berarti sebelum tanggal 17
Agustus1945 bangsa Indonesia belum merdeka, bukan? Jawabannya, betul!
Sebelum tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia belum merdeka. Bangsa
Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah

atau berkuasa di Indonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan



Jepang. Paling lama menjajah adalah bangsa Belanda. Padahal sebelum
kedatangan penjajah bangsa asing tersebut, di wilayah negara RI terdapat
kerajaan-kerajaan besar yang merdeka, misalnya Sriwijaya, Majapahit,
Demak, Mataram, Ternate, dan Tidore. Terhadap penjajahan tersebut, bangsa
Indonesia selalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata

maupun politik.
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Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara

secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu:

Peri Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan

Peri Kerakyatan

o > w DN

Kesejahteraan Rakyat

Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis

yang juga terdiri atas lima hal yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab



4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

C. KONSEP DAN URGENSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara.
Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara Masih ingatkah Anda, apa yang
dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar
pengertian ideologi.Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya
gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan logos yang berarti
iimu.ldeologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ideide (the science of
ideas), atau ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013: 60-61). Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan
konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan

tujuan untuk kelangsungan hidup.

Ada beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem,
arah , tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Sejarah konsep
ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de
Tracy pada penghujung abad kedelapanbelas. Tracy menyebut ideologi
sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat
membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis. Namun ,
Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan
belaka, yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian
belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataa. Jorge Larrain menegaskan
bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan
borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru
yang kritis.Niccolo Machiav merupakan pelopor yang membicarakan persoalan
yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli

mengamati praktik politik para pangeran, dan mengamati pula tingkah laku



manusia dalam politik, meskipun ia tidak menggunakan istilah “ ideology ”

sama sekali.

Ada tiga aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu
agama, kekuasaan, dan dominasi.Machiavelli melihat bahwa orang orang
sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan, hal tersebut lantaran
perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarka n pada perbedaan
konsepsi keagamaan. Larrain menyitir pendapat Machiavelli sebagai berikut
“Agama kita lebih memuliakan orang orang yang rendah hati dan tafakur
daripada orang orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan
tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri dan sikap
memandang rendah untuk hal hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya
tampak membuat dunia itu lemah, dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi
mereka yang jahat, yang menjalankannya dengan sukses dan aman, karena
mereka itu sadar bahwa orang orang yang menjadikan s u rga sebagai tujuan
pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas
dendam, terhadap perbuatan mereka yang tidak adil” (Larrain, 1996: 9).

Sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavel li menghubungkan
antara ideologi dan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu
daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan.Para penguasa —
pangeran — harus belajar mempraktikkan tipuan, karena kekuatan fisik saja
tidak pernah mencukupi.Machiavelli menengarai bahwa hampir tidak ada
orang berbudi yang memperoleh kekuasaan besar “hanya dengan
menggunakan kekuatan yang terbuka dan tidak berkedok”, kekuasaan dapat
dikerjakan dengan baik, hanya dengan tipuan.Machiavelli melanjutkan
analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun
menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, seperti menepati
janji, belas kasihan, tulus ikhlas.Penguasa tidak perlu memiliki semua
persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki
kesemuanya itu (Larrain, 1996: 9). Ungkapan Machiavelli tersebut dikenal

dengan istilah adagium, “tujuan menghalalkan segala macam cara”.



1. Martin Seliger, lebih lanjut menjelaskankan bahwa ideologi sebagai sistem
kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan
ideologi operatif .Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada
posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur, yang meliputi: deskrip
si, analisis, preskripsi teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi
operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur
unsur pendukung. Meliputi :deskripsi, analisis, preskripsi moral,
pelaksanaan, dan penolakan.

2. Alvin Gouldner: Ideologi sebagai Proyek Nasional Gouldner mengatakan
bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru
dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi
atau retorika emosi. Lebih lanjut, Gouldner mengatakan bahwa ideologi
harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu
merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan
berdasarkan kepentingan sosial. Gouldner juga mengatakan bahwa
kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi
komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada

gilirannya melahirkan kapitalisme.

3. Paul Hirst: Ideologi sebagai Relasi Sosial Hirst meletakkan ideologi di
dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirst menegaskan bahwa ideologi
merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam
perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirst menegaskan bahwa penggunaan
istilah ideologi mengacu kepada kompleks nir-kesatuan (non-unitary)
praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan
arti  politis  (Thompson, 1984:94-95). Untuk lebih memperdalam
pemahaman, berikut ini beberapa corak ideologi. a. Seperangkat prinsip
dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang
diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. b. Suatu pandangan hidup
yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai

tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. c. Suatu



model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan
sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi
pembangunan. d. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai
tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok (Sastrapratedja,
2001: 45-46).

Anda dipersilakan untuk menelusuri corak-corak ideologi dunia
dengan berbagai karakteristiknya.Diskusikan dengan teman kelompok
Anda dan laporkan secara tertulis.Di dunia ini ada dua ideologi yang
terkenal yaitu liberalisme dan sosialisme. liberalism dan sosialisme
merupakan ideologi yang terkenal di dunia Negara - negara atau bangsa
mana yang menganut ideologi liberalisme? Negara-negara mana pula
yang menganut ideology sosialisme? Ideologi liberalisme banyak dianut
oleh negara-negara Barat. Tahukah kamu contoh-contoh negara yang
termasuk Negara Barat? Termasuk Negara Barat adalah Amerika Serikat
dan negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, Italia dan lain-
lainnya. Sekarang, negara-negara manakah yang menganut ideologi
sosialisme? Contoh Negara yang menganut paham sosialisme adalah Uni
Soviet (sekarang Rusia), Cina, Korea Utara, Vietham. Perbedaan pokok

antara ideologi negara sosialisme dengan ideologi negara liberalisme?
Liberalisme

1. Negara sebagai penjaga malam. Rakyat atau warganya mempunyai
kebebasan
untuk berbuat atau bertindak apa saja asal tidak melanggar tertib
hukum

2. Kepentingan dan hak warganegara lebih diutamakan dari pada
kepentingan negara. Negara didirikan untuk menjamin kebebasan dan
kepentingan warganegara.

3. Negara tidak mencampuri urusan agama. Agama menjadi urusan

pribadi



setiap warganegara. Negara terpisah dengan agama. Warganegara

bebas beragama, tetapi juga bebas tidak beragama.
Sosialime :

Mementingkan kekuasaan dan kepentingan Negara

2. Kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga
negara.
Kebebasan atau kepentingan warganegara dikalahkan untuk
kepentingan Negara

3. Kehidupan agama juga terpisah dengan negara. Warganegara bebas
beragama,

bebas tidak beragama dan bebas pula untuk propaganda anti-agama.

Perbedaan keduanya dapat dilihat dari hubungannya antara negara
dengan warganegara. Dalam negara liberalisme, negara itu diumpamakan
sebagai penjaga malam atau polisi lalu lintas. Jadi tugas negara hanya
menjaga. Rakyat atau warganya mempunyai kebebasan untuk berbuat

atau bertindak apa saja asal tidak melanggar tertib hukum.

Tentunya sering melihat petugas lalulintas bukan? Coba amati
bagaimana tugas polisi lalulintas yang berjaga-jaga di pertigaan atau di
perempatan jalan. Mereka hanya mengawasi jalannya lalulintas. Asalkan
lalulintas lancar, mereka tidak berbuat apa-apa. Baru jika terjadi
pelanggaran lalulintas maka polisi berhak untuk menertibkan. Itulah
perumpamaan hubungan antara negara dengan warganegara pada negara
yang menganut ideologi liberalisme. Pada Negara liberalisme, kepentingan

dan hak warganegara lebih dipentingkan daripada kepentingan negara.

Negara didirikan untuk menjamin kebebasan dan kepentingan
warganegara. Sekarang bagaimana halnya dengan Negara sosialis?
Paham atau ideologi sosialis merupakan kebalikan dari ideologi
liberalisme. Bagaimana hubungan antara warga negara dengan negara

pada negara sosialis? Dalam negara sosialis, kepentingan negara lebih



diutamakan daripada kepentingan warga negara. Kebebasan atau
kepentingan warganegara dikalahkan untuk kepentingan negara. Jadi
Negara yang paling utama, sedangkan kepentingan warga negara nomor
dua. Kekuasaan negara sangat besar, sedangkan kekuasaan
warganegara kecil saja.

D. FUNGSI IDEOLOGI

Setelah memperoleh gambaran dan pemahaman tentang teori dan

corak ideologi, maka Anda perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai
berikut:

1. Struktur kognitif; keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan

untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadiankejadian di
lingkungan sekitarnya.

Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna
serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.

Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang
untuk melangkah dan bertindak.

Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya

Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk
menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami,
menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan

norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Fungsi ideologi menurut pakar dibidangnya :

1. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia

secara individual.

2. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan

generasi muda.



3. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu,
masyarakat,dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai
tujuan.

E. MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Penyelenggara Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila
sebagai ldeologi Negara Perlu diketahui bahwa selain warga negara,
penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan
yang bersih dan berwibawa sehingga aparatur negara juga harus memahami
dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten.
Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanakan ideologi Pancasila bagi
penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional.
Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan

Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional:

Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing,
artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara

Indonesia, tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk



semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut
gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila
untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal lka.Hal ini berarti bahwa Pancasila
harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Aktualisasi lima sila
Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai
berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya
diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin
kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam
jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan
tolok ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap
warga negara.

3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa
Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang
di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas
dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang
menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang
wajib disukseskan.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan
kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok

lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia.

F. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, POLITIS TENTANG PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila

sebagai Ideologi Negara.

Sumber Historis



akan

Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara Pada bagian ini,

ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para

penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia:

a)

b)

c)

Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden
Soekarno Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila
ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan
oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu
1945--1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu
1960--1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom
(Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi
bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden
Soeharto Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila
dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organisasi Politik dan Organisasi
Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR No.
[1/1978 tentang pemasyarakatan nilainilai Pancasila. TAP MPR ini
menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua
lapisan  masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam
memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi
Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (mono tafsir ideologi) yang

berkuasa pada waktu itu.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie
Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada
21 Mei 1998, atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus
penataran P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang
bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis,
baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang
bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan

berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres



d)

f)

No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya,
dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk.

Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966
tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di
masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga

perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden
Megawati Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin
kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang
SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan
Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar

sampai perguruan tinggi.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) Pemerintahan SBY yang berlangsung
dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan
pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari
belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang
untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun
1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik
untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara
sebanyakbanyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya,
Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila

sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).



Sumber Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antarmanusia. Didalamnya
mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari
berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji
masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat.
Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaiji
struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan
masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan

standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan
pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada
suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-
nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila
Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil
karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis
para pendiri negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila

digali dari bumi pertiwi Indonesia.

Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis
masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena
dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau
dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila,
sebagaimana dikemukakan Beliau dalam paparan sebagai berikut: Makna
penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila
sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang
Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro

bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa



Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal

ini sejalan dengan makna Alinea 11l Pembukaan UUD 1945.

Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan,
termasuk kemerdekaan Bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu
bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan
memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat.
Bentuk lain mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi
konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak,
karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara
optimal. Sejalan dengan hal itu, Anda juga diharapkan dapat berpartisipasi
dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial (agent of
social control) yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi
negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan
beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan

keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal
saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap

sewenang-wenang.

c. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa
setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk

dalam negeri.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai

pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.



e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap
suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau
berlebihan.

Sumber Politis

Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah
berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar
Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran
tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu
merupakan ideology politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah

penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardjo sebagai berikut:
“Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, idée, norma-norma, kepercayaan
dan keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau
sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap
kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah
laku politiknya.” Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu
menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang
bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan

kehidupan politik yang sehat.

Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif
dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik,
fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai
ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-
konsep pokok dalam politik yang meliputi Negara (state), kekuasaan (power),
pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), dan pembagian
(distribution) sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui

kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan



masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur

politik.

Sumber Politis Pancasila sebagai ldeologi Negara Pada bagian ini,

mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam

kehidupan politik di Indonesia.Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila

sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

a)

b)

C)

d)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat

toleransi antarumat beragama.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan

terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan
bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan,

termasuk partai.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan

pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting.

e) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam

bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) untuk
memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah

yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.



LATIHAN

Tugas Belajar Lanjut: Projek Belajar Pancasila sebagai Ideologi
Negara Untuk memahami Pancasila sebagai ideologi negara, Anda

dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

1. Berbagai konsep dan pengertian dan karakter tentang ideologi besar
dunia, khususnya tentang ideologi tertutup dan ideologi terbuka.

2. Pancasila sebagai ideologi, termasuk bersifat tertutup atau terbuka,
berikan argumen Anda.

3. Berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan
yang mengancam eksistensi Pancasila.

4. Berbagai kasus yang terkait dengan terorisme yang mengancam
eksitensi ideologi Pancasila.

5. Berbagai kasus yang terkait dengan korupsi di Indonesia yang
mengancam eksistensi ideologi Pancasila.

6. Berbagai kasus kesadaran pajak warga Negara yang mengancam
eksistensi ideologi Pancasila. Anda juga dipersilakan untuk
mendiskusikan faktor-faktor yang mengancam keutuhan nasional
bangsa Indonesia, sekaligus memperlihatkan peran ideologi Pancasila

sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Lembar Jawaban

Nama mahasiswa : NIM
Dosen : Seksi
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